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1.0 Pendahuluan

Indonesia telah mencapai beberapa tonggak penting dalam proses aksesi OECD. Pada 
tahun 2024, Dewan OECD mengadopsi dan menyerahkan Accession Roadmap kepada 
Indonesia, yang—di antara berbagai agenda reformasi, memberikan peluang penting untuk 
menyelaraskan sistem pengelolaan keuangan publik (public financial management/PFM) 
Indonesia dengan standar OECD. Roadmap Committee of Senior Budget Officials (SBO) 
telah menyediakan platform terstruktur untuk menilai kesiapan kelembagaan Indonesia serta 
kapasitasnya dalam mengelola sumber daya publik secara efektif dan transparan.

Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam 
memperkuat kerangka pengelolaan keuangan publik (public financial management/
PFM), khususnya dalam pengelolaan makro-fiskal, transparansi anggaran, dan 
penganggaran berbasis kinerja. Namun demikian, 
Indonesia juga perlu menunjukkan bahwa berbagai 
reformasi tersebut telah terlembagakan secara 
penuh dan berkelanjutan serta mampu mendukung 
pengambilan keputusan fiskal yang kuat dan berbasis 
bukti, seiring dengan terus berkembangnya risiko 
fiskal dan prioritas kebijakan.

Bukti dari Open Budget Survey (OBS), yang 
diselenggarakan oleh International Budget Partnership 
sejak 2006, memberikan tolok ukur penting untuk menilai 
tata kelola fiskal Indonesia. Temuan ini menunjukkan 
bahwa meskipun transparansi telah meningkat, hal 
tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi 
pengawasan yang kuat maupun pengaruh publik yang 
signifikan terhadap pengambilan keputusan anggaran.

Dengan latar belakang tersebut, policy brief ini mengkaji kemajuan Indonesia serta 
kesenjangan yang masih tersisa dalam implementasi OECD SBO Roadmap pada tiga area: 
(1) kapasitas untuk melakukan alokasi dan realokasi sumber daya secara efektif berbasis 
bukti; (2) keterbukaan dan akuntabilitas dalam belanja publik; dan (3) pengawasan parlemen 
yang efektif serta pelibatan publik. Dengan merujuk pada temuan OBS dan standar OECD, 
kajian singkat ini mengidentifikasi area prioritas reformasi serta mengusulkan arah kebijakan 
yang perlu ditempuh Indonesia untuk memenuhi persyaratan aksesi dan memperkuat tata 
kelola fiskal.
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2.0 Kesenjangan dalam Tata Kelola Anggaran 
Indonesia:
2.1 Kapasitas untuk Alokasi dan Realokasi Sumber Daya yang 
Efektif
Salah satu area penilaian yang krusial adalah apakah pemerintah mampu meningkatkan 
kualitas belanja publik melalui pendekatan yang berorientasi pada hasil dan berbasis 
kinerja—yakni suatu pendekatan yang memungkinkan pemerintah memprioritaskan program 
berdampak tinggi serta mengalihkan sumber daya dari program yang berkinerja rendah atau 
sudah tidak relevan.

Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam membangun berbagai prasyarat 
yang diperlukan: regulasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, sistem digital 
(KRISNA–SAKTI), indikator kinerja, kerangka pemantauan dan evaluasi, serta mekanisme 
audit. Namun demikian, berbagai bukti tersebut belum secara sistematis memengaruhi 
keputusan alokasi sumber daya.

Kekhawatiran terhadap kualitas belanja masih berlanjut, baik pada tahap penganggaran 
maupun realisasi anggaran. Kredibilitas komposisi anggaran tetap menjadi tantangan, 
yang tercermin dari deviasi berulang antara anggaran yang disetujui dan realisasi 
anggaran di berbagai kementerian, program, serta jenis belanja, meskipun kredibilitas 
anggaran secara agregat relatif kuat. Pola pelaksanaan anggaran menunjukkan adanya 
underspending pada sektor-sektor seperti pertanian, air dan sanitasi, serta overspending 
pada belanja subsidi. 1 Ketidakseimbangan ini melemahkan penerjemahan alokasi yang telah 
direncanakan ke dalam capaian hasil yang diharapkan, sehingga semakin menegaskan 
perlunya pelembagaan tinjauan belanja.

Tinjauan belanja (spending reviews) telah dilaksanakan sejak 2013 dan menghasilkan 
berbagai analisis teknis yang bermanfaat terkait efisiensi, namun masih bersifat 
rekomendatif dan berada di pinggiran siklus anggaran formal. Temuan-temuannya dibahas 
dalam forum koordinasi tanpa secara sistematis memengaruhi pagu anggaran, 
realokasi, maupun pemangkasan program—sementara keputusan anggaran masih 
didorong oleh pendekatan inkrementalisme, kepatuhan, dan negosiasi politik, alih-
alih analisis terstruktur atas value for money (Parhusip, 2016).2 Kesenjangan tata kelola 
ini terlihat jelas dalam langkah-langkah efisiensi fiskal awal tahun 2025, yang dilaksanakan 
melalui pengetatan belanja secara menyeluruh (across-the-board expenditure tightening), 
alih-alih melalui tinjauan yang sistematis. Pada saat yang sama, program-program unggulan 

1Lihat lebih detail di Krishnadianty, D., 2002. Indonesia: Budget Credibility and the Sustainable 
Development Goals. International Budget Partnership.

2Tinjauan belanja diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia, lihat secara detail di: Parhusip, Bilmar (2016).  Analisis Implementasi Spending 
Review pada Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2013-2015.  Kajian Ekonomi Keuangan Vol. 20 No 3 
(Desember 2016)

https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Indonesia-Budget-Credibility-and-the-Sustainable-Development-Goals_V2.pdf
https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Indonesia-Budget-Credibility-and-the-Sustainable-Development-Goals_V2.pdf
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berskala besar seperti Program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat sepenuhnya 
dikecualikan—yang menunjukan ketiadaan mekanisme netral yang mampu menilai seluruh 
belanja tanpa memandang sensitivitas politik.

Tinjauan belanja juga masih terbatas dalam sisi cakupan dan kedalaman. Tinjauan ini 
terutama berfokus pada efisiensi teknis—yakni apakah output dihasilkan dengan input yang 
seminimal mungkin—dan jarang menelaah efektivitas kebijakan, relevansi program, maupun 
alternatif opsi pelaksanaan. Keterbatasan tersebut semakin diperparah oleh kualitas data 
yang tidak merata, indikator kinerja yang berorientasi pada output, serta kapasitas analitis 
yang masih terbatas di berbagai kementerian/lembaga.

Tantangan utamanya bukan terletak pada ketiadaan analisis, melainkan pada ketiadaan 
mekanisme tata kelola yang mewajibkan penggunaan bukti sebagai dasar belanja dasar 
dan memungkinkan realokasi. Tanpa mandat formal, cakupan yang komprehensif—
termasuk program-program yang menjadi prioritas politik—serta keterkaitan yang 
jelas dengan keputusan anggaran, tinjauan belanja tidak akan mampu memenuhi 
standar OECD dalam meningkatkan kualitas belanja publik melalui alokasi dan realokasi 
sumber daya yang berbasis bukti.

2.2 Keterbukaan dan Akuntabilitas Belanja Publik

Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang jelas dalam meningkatkan transparansi 
anggarannya. Dalam Open Budget Survey 2023, Indonesia memperoleh skor 70 dari 100, 
jauh di atas rata-rata global, yang menunjukkan bahwa semakin banyak informasi anggaran 
kini tersedia untuk publik. Tantangan yang tersisa bukan lagi soal mempublikasikan lebih 
banyak data, melainkan memastikan bahwa informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk 
mendorong akuntabilitas. Sejumlah besar informasi mengenai anggaran, belanja, dan 
audit telah diungkapkan, namun belum secara konsisten menghasilkan pengawasan publik 
yang lebih kuat, pengawasan parlemen yang efektif, maupun tindakan korektif ketika 
permasalahan muncul.

Tantangan Indonesia dalam memenuhi standar OECD terkait keterbukaan dan aksesibilitas 
belanja publik terletak pada kesenjangan yang masih persisten antara transparansi 
formal dan akuntabilitas fungsional. Informasi anggaran, belanja, dan audit dipublikasikan 
secara berkala serta didukung oleh kerangka hukum yang kuat terkait keterbukaan 
informasi publik, namun informasi tersebut belum secara sistematis dimanfaatkan untuk 
mendukung pengawasan maupun menegakkan akuntabilitas. Sebagian besar data masih 
sulit diinterpretasikan oleh pengguna non-ahli dan belum terintegrasi secara kuat ke dalam 
proses pengambilan keputusan, sehingga membatasi pengaruhnya terhadap disiplin belanja 
dan peningkatan kinerja.
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Salah satu kelemahan struktural utama adalah terfragmentasinya informasi belanja publik 
di berbagai institusi dan platform. Data belanja publik di Indonesia dipublikasikan 
terbatas melalui beragam platform (portal APBN, KRISNA, keluaran SAKTI, dasbor 
sektoral, laporan BPK),3 sering kali dengan klasifikasi yang tidak konsisten serta 
interoperabilitas yang terbatas. Belum terdapat satu platform terpadu yang berorientasi 
pada pengguna yang menghubungkan rencana anggaran, alokasi, pelaksanaan, capaian 
kinerja, dan temuan audit. Akibatnya, organisasi masyarakat sipil, parlemen, maupun 
publik secara umum tidak dapat dengan mudah menelusuri aliran dana dari anggaran yang 
disetujui hingga realisasi belanja dan hasil yang dicapai. Sebaliknya, praktik terbaik OECD 
menekankan transparansi menyeluruh (end-to-end transparency) yang memungkinkan 
pengguna melacak dana publik sepanjang keseluruhan siklus belanja (OECD, 2017).4

Temuan OBS menunjukkan bahwa informasi yang tersedia untuk publik sering kali tidak 
lengkap atau belum cukup rinci untuk memungkinkan analisis yang bermakna mengenai 
bagaimana sumber daya publik digunakan. Sebagai contoh, laporan pelaksanaan 
anggaran, tinjauan tengah tahun, serta informasi tindak lanjut audit tidak 
dipublikasikan secara sistematis, kurang memiliki rincian pada tingkat program, atau 
dirilis dalam format yang membatasi pemahaman dan penggunaan ulang oleh publik. 
Dokumen anggaran dan kinerja sering kali panjang, sangat teknis, serta dipublikasikan 
dalam format yang tidak machine-readable maupun tidak ramah pengguna. Informasi kinerja 
dan evaluasi juga jarang disintesis ke dalam ringkasan yang jelas dan mudah diakses, 
sehingga tidak memungkinkan non-spesialis menilai value for money maupun capaian 
layanan. Akibatnya, transparansi masih bersifat prosedural dan didorong oleh kalangan ahli, 
alih-alih memungkinkan pengawasan yang luas dan pelibatan publik yang lebih bermakna.

Yang terpenting, transparansi belum secara konsisten diterjemahkan menjadi akuntabilitas. 
Temuan audit dan kinerja belum secara sistematis memicu tindak lanjut, penyesuaian 
anggaran, maupun pemberian sanksi, sementara visibilitas publik atas bagaimana 
rekomendasi tersebut ditindaklanjuti juga masih terbatas. Pengawasan parlemen semakin 
terkendala oleh kelebihan beban informasi (information overload) serta dukungan 
analitis yang belum memadai untuk menilai efektivitas belanja. Selain itu, Lembaga 
Pemeriksa Tertinggi (BPK) belum mengaudit suatu laporan kinerja pemerintah yang 
terkonsolidasi dan terintegrasi dengan anggaran. Laporan keuangan akhir tahun 
yang disusun oleh Kementerian Keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) 

3Portal APBN merujuk pada platform resmi informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang mempublikasikan data alokasi dan pelaksanaan anggaran. KRISNA merupakan sistem 
informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Keluaran melalui SAKTI adalah 
laporan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran instansi yang dihasilkan melalui aplikasi 
Kementerian Keuangan. Dasbor sektoral memberikan informasi pemantauan belanja dan kinerja 
pada tingkat kementerian atau program. Sementara itu, laporan BPK merupakan laporan audit 
eksternal yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk menilai akuntabilitas keuangan 
publik.

4OECD (2017), OECD Budget Transparency Toolkit: Practical Steps for Supporting Openness, Integrity 
and Accountability in Public Financial Management, OECD Publishing, Paris.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264282070-en

https://www.oecd.org/en/publications/oecd-budget-transparency-toolkit_9789264282070-en.html
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yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (MenPAN-RB) masih terpisah, meskipun proposal anggaran eksekutif telah 
mengintegrasikan alokasi anggaran dan target kinerja (OBS, 2023).

Pemenuhan standar OECD akan memerlukan integrasi informasi belanja, perbaikan dalam 
cara penyajian dan pemanfaatannya, serta penguatan mekanisme yang memastikan bahwa 
keterbukaan benar-benar menghasilkan akuntabilitas dan keputusan belanja publik yang 
lebih baik.

2.3 Pengawasan dan Pelibatan Publik
Mekanisme pengawasan parlemen dan pelibatan publik pada dasarnya telah tersedia 
secara formal, namun belum secara efektif membentuk prioritas anggaran, mendorong 
peningkatan kinerja, maupun memastikan bahwa anggaran responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat.

Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan resmi untuk menelaah 
dan menyetujui anggaran, praktik pengawasannya belum cukup berbasis bukti maupun 
berorientasi ke depan, serta masih sangat bergantung pada informasi yang disediakan oleh 
eksekutif alih-alih analisis independen. Temuan OBS menyoroti bahwa Indonesia belum 
memiliki Parliamentary Budget Office (PBO) yang independen atau lembaga analitis 
non-partisan sejenis—yang berarti Parlemen belum dapat secara efektif menilai 
berbagai trade-off, risiko fiskal, maupun efektivitas program, serta masih kekurangan 
kapasitas analitis untuk meninjau secara kritis baseline spending atau mengusulkan 
alternatif berbasis bukti.

Pengawasan parlemen juga cenderung tidak proporsional dan retrospektif, dengan fokus 
pada laporan realisasi keuangan akhir tahun dan bukan hasil kinerja, temuan evaluasi, 
maupun tantangan implementasi selama tahun anggaran berjalan. Fokus yang berorientasi 
pada kepatuhan ini melemahkan kemampuan Parlemen untuk memengaruhi perumusan 
anggaran dan keputusan realokasi secara langsung (real time), yang bertentangan dengan 
praktik terbaik OECD di mana pengawasan mencakup tahap perumusan, pelaksanaan, 
hingga audit.5 

Pelibatan publik menghadapi kelemahan yang paralel. Temuan OBS menunjukkan bahwa 
meskipun partisipasi tersedia pada tahap awal proses perencanaan, tidak terdapat 
mekanisme formal bagi masukan publik dalam pembahasan anggaran di parlemen, 
serta tidak ada saluran yang jelas untuk terlibat dalam pelaksanaan, perubahan 
anggaran di tengah tahun, maupun tindak lanjut audit. Kelompok marjinal sebagian 
besar masih terpinggirkan, tanpa target yang terarah, informasi yang sesuai, maupun 
mekanisme konsultasi yang inklusif yang tidak sejalan dengan standar OECD terkait 
pelibatan kelompok marjinal dalam pengambilan keputusan fiskal.

5OECD (2023), “OECD Best Practices for Parliaments in Budgeting”, OECD Journal on 
Budgeting, Vol. 23/1.
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Di kedua dimensi tersebut, kelemahan utama yang beririsan adalah: pengawasan dan 
pelibatan belum secara sistematis terhubung dengan konsekuensi anggaran. Temuan audit, 
masukan publik, serta rekomendasi parlemen belum secara tepat memengaruhi perubahan 
alokasi, perencanaan ulang program, maupun tindakan korektif, dan transparansi mengenai 
bagaimana respons eksekutif dikomunikasikan atau ditindaklanjuti juga masih terbatas.

3.0 Rekomendasi Reformasi Kebijakan:
Untuk memenuhi standar OECD dalam tata kelola anggaran serta menunjukkan kesiapan 
dalam kerangka Senior Budget Officials (SBO) Roadmap, Indonesia perlu memprioritaskan 
reformasi yang melembagakan penggunaan bukti, menutup kesenjangan akuntabilitas 
(accountability loops), serta memperkuat mekanisme pengawasan dan partisipasi, termasuk 
melalui rekomendasi berikut:

3.1 Melembagakan Tinjauan Belanja (Spending Review) sebagai 
Instrumen yang Mengikat dalam Pengambilan Keputusan Anggaran

Kementerian Keuangan harus beralih dari pelaksanaan tinjauan alokasi ad-hoc dan bersifat 
rekomendatif menuju kerangka Tinjauan Belanja (spending review) yang dilembagakan 
dan bersifat wajib, serta terintegrasi dalam siklus anggaran. Tinjauan belanja sebaiknya 
dilakukan secara berkala, mencakup porsi belanja yang signifikan, dan meliputi seluruh 
program, termasuk program unggulan yang menjadi prioritas politik. Temuan tinjauan ini 
harus secara eksplisit digunakan untuk menentukan pagu anggaran, realokasi, perancangan 
ulang, atau penghentian program. Langkah ini akan menyelaraskan Indonesia dengan 
standar praktik OECD, di mana tinjauan belanja digunakan untuk meninjau ulang secara 
kritis belanja dasar (baseline spending) dan mendukung reprioritisasi yang strategis.

3.2 Membangun Platform Transparansi Belanja Publik Terpadu 
yang Menyeluruh (End-to-End)
Pemerintah harus membangun satu platform data belanja publik yang terpadu, terintegrasi, 
dan berorientasi pada pengguna, yang mengonsolidasikan informasi di seluruh siklus 
anggaran, menghubungkan perencanaan (KRISNA), alokasi anggaran (APBN), pelaksanaan 
anggaran (SAKTI), dasbor kinerja sektoral, serta temuan audit (BPK). Reformasi ini harus 
didukung oleh klasifikasi anggaran yang harmonis dan standar data yang seragam, sistem 
digital yang dapat berinteroperasi melalui pertukaran data otomatis, serta pengaturan tata 
kelola data yang dilembagakan dan dipimpin oleh otoritas koordinasi yang ditunjuk. Platform 
ini sebaiknya mempublikasikan informasi keuangan dan kinerja yang terhubung dalam 
format terbuka dan mudah diakses, sehingga DPR, masyarakat sipil, dan publik dapat 
menelusuri aliran dana dari anggaran yang disetujui hingga realisasi belanja dan hasil yang 
dicapai.
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3.3 Integrasi Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja guna Mendukung 
Pengambilan Keputusan Anggaran Berbasis Bukti

Kementerian Keuangan sebaiknya melembagakan satu kerangka akuntabilitas keuangan 
dan kinerja yang terpadu dengan mengonsolidasikan laporan realisasi anggaran akhir tahun 
(LKPP) dan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) menjadi satu laporan keuangan dan kinerja 
pemerintah yang terpadu. Integrasi ini akan memungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) melakukan audit konsolidasi yang menilai tidak hanya kepatuhan keuangan, tetapi 
juga perbedaan antara capaian kinerja yang direncanakan dan aktual, termasuk hasil 
non-keuangan, dalam Laporan Akhir Tahun. Pedoman anggaran harus mewajibkan 
pemanfaatan bukti terpadu ini dalam perumusan dan peninjauan anggaran, dengan 
mewajibkan kementerian dan lembaga untuk menunjukkan bagaimana hasil belanja 
dan capaian kinerja sebelumnya digunakan untuk menginformasikan alokasi dan 
realokasi yang diusulkan, sehingga informasi keuangan dan kinerja menjadi krusial bagi 
pengambilan keputusan, bukan sekadar kegiatan pelaporan paralel.

3.4 Memperkuat Pengawasan Parlemen melalui Kapasitas Analitis 
Independen

Parlemen sebaiknya membentuk atau memperkuat lembaga fiskal independen 
(Independent Fiscal Institution/IFI), seperti Parliamentary Budget Office (PBO) atau 
mekanisme non-partisan sejenis. IFI semakin diakui sebagai sumber analisis fiskal 
dan kinerja yang kredibel dan independen bagi eksekutif maupun parlemen selama 
proses anggaran. Lembaga ini memberikan DPR dan publik analisis independen 
mengenai asumsi fiskal, kinerja program, trade-off belanja, serta risiko fiskal, 
sehingga mengurangi ketergantungan pada informasi yang disediakan 
eksekutif. Selain itu, pengawasan parlemen perlu diarahkan ulang dari fokus 
yang sebagian besar retrospektif dan berorientasi kepatuhan menjadi pemantauan 
sepanjang tahun, tinjauan kinerja, serta analisis yang bersifat proyektif (forward-
looking).

3.5 Memperluas Pelibatan Publik yang Bermakna dan Inklusif 
Sepanjang Siklus Anggaran

Mekanisme partisipasi publik yang bermakna perlu diperluas dan dilembagakan di 
seluruh siklus anggaran, melampaui tahap perencanaan awal termasuk perumusan 
anggaran, pembahasan di parlemen, pelaksanaan anggaran, serta tindak lanjut audit. Hal 
ini mencakup pembentukan mekanisme saluran yang jelas yang memungkinkan setiap 
organisasi masyarakat sipil atau publik untuk berpartisipasi dan memberikan keterangan 
selama rapat dengar pendapat terkait usulan anggaran sebelum disetujui, maupun selama 
hearing laporan audit. Kerangka partisipasi secara aktif melibatkan komunitas yang 
kurang terwakili, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat sipil 
yang mewakili mereka, serta menciptakan kesempatan formal bagi publik untuk 
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memberikan kontribusi dalam proses audit, termasuk melalui audit partisipatif. 
Langkah-langkah ini perlu didukung dengan publikasi informasi anggaran dan hasil audit 
yang mudah diakses serta ramah pengguna, dan diperkuat oleh mekanisme umpan balik 
yang menunjukkan bagaimana masukan publik dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, 
sehingga memperkuat kepercayaan dan akuntabilitas.

4.0 Kesimpulan

Indonesia telah meletakkan fondasi yang kuat untuk pengelolaan keuangan publik, 
khususnya dalam hal transparansi dan pengendalian makro-fiskal. Proses aksesi OECD 
menuntut pergeseran dari sekadar transparansi menuju akuntabilitas, dari pengumpulan 
bukti menuju pemanfaatan bukti, serta dari pengawasan formal menuju pengaruh yang 
efektif terhadap keputusan anggaran. Menangani kesenjangan tata kelola ini akan 
menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas belanja, memperkuat kepercayaan publik, dan 
menyelaraskan sistem anggaran Indonesia dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sesuai 
standar OECD.
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Policy brief disusun dan diterbitkan oleh IBP Indonesia.

International Budget Partnership (IBP) adalah kemitraan global yang terdiri dari analis 
anggaran, komunitas, dan advokat yang bekerja untuk mendorong sistem anggaran publik 
untuk semua, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Bersama-sama, kami menghasilkan 
data, mendorong reformasi, serta membangun keterampilan dan meningkatkan 
pengetahuan masyarakat agar setiap orang memiliki suara dalam pengambilan keputusan 
anggaran yang berdampak pada kehidupan mereka.

Untuk informasi lebih lanjut tentang IBP Indonesia:

Narahubung: yfarhan@internationalbudget.org

LinkedIn: International Budget Partnership Indonesia 

Instagram: @ibp.indonesia

X: @ibpindonesia

Facebook: International Budget Partnership Indonesia

The International Budget Partnership (IBP) headquarters: 
1919 Pennsylvania Ave NW, Suite 425,
Washington, D.C. 20006
Tel/Fax: +1 202 792 6833

Untuk informasi lebih lanjut tentang IBP: 
info@internationalbudget.org atau kunjungi 
www.internationalbudget.org 

X: @OpenBudgets 
Facebook: International Budget Partnership 
YouTube: International Budget Partnership 
 
LinkedIn: International Budget Partnership
Instagram: @openbudgets
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